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BERITA -- DAERAH 

KOTA SIBOLGA 

NOMOR 9 TAHUN 2013 

& 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 

NOMOR : 903 / 1 1  /  TAHUN 2013 
} ·  ­  

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT THAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SIEOLGA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 9 Peraturan 
Dacrah Kota Sibolga Nomor .... ..... Takun 2012 tentang 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan sebagai 
rincian lebih fanjut dari Pertangguangiawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 
2012; 

b. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Feraturan Waikota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

1 . -  Undang- Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang Undang omor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Noror 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lcrbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nonor 41, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Indonesia Noor 3685} sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hakc Atas Tanah dan Bangunan (Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi , Kolusi dan Nepatisme {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahum 1999 Noror 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor I? Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomnor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repablik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peratran Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Noor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-ndang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomgr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah (Lzmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahan 2001 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

18. Pcratarany. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

I9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Ioformasi Keuangar Daerah fLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4576); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578}; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahn 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

. Minimal (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik donesia Tahun 
2006 Noror 4614); 
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25. Peraturan .Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Dacrah Kota Siboga Nomor 10 Tahun 2008 
tentag Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPR Kota Sibokga (Lembaran Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2008 Nomor 10j sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 
22012 (Lembaran Daerah Kota Siboiga Tahun 2012 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota 
Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 
11 j)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Siboiga Nomor 10 Tahun 
2012 (Lembaran Dacrah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 

10); 

28. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kota Siboiga [Lcmbaran Daerah Kota Siboiga Tahun 2008 
Nomor I2} sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1  Tahun 

2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 
11 ) ;  

29. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada 
Pemerintah Kota Sibolga; 

30. Peraturan Dacrah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Organisasi .dan Tata Kerja Kelurahan Pada 
Perierintah Kota Sibolga; 

31. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah 
Kota Sibolga Tahun 2009 Nom0r 8); 

32. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang (Lembaran Dacrah Kota 
Sibolga Tahun 2009 Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 
2011 Nomor 9); 

34. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga 
Tahun 2012 Nomor 3); 

35. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/04/2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga (Berita 
Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 4); 

36. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/23/2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Sibolga Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Sibolga 
Tahun 2011 Nomor 23); 
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37. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/27/2012 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2012 {Berita Daerah 
Kota Siboliga Tahun 2012 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 'TAHUN 

ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Rp. 
411.287.706.872,08 

Rp. 
212.589.588.428,00 

Rp. 
201.451.160.984,00 
Rp. 
414040.749.412,00 
Ro. 

Rp. 
27.872.790.875,00 
Rp. 
82.678.183.162,00 
Rp. 
90.900.186.947,00 

Rp. 
201.454.246.778,00 
Rp. 
0,00 
Rp. 
0,00 
Rp. 
4.305.877.700,00 
Rp. 
6.496.526.000,00 
Rp. 
0,00 

Rp. 
332.937.950,00 
Rp. 

0,00 

Rp. 
26.698.353.730,08 
Rp. 
333.434.802.914,00 
Rp. 
51,154.550.228,00 

Jumlah 

b.Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan 
Jasa 

3) Belanja Modal 

Belanja 

b.Dana Perimbangan 

c.Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yan Sah 

umlah 

Pendapatan 

Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belarja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan ·" 
Keuangan 

8) Bclanja Tidak Terduga 

2. 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas : 

1 .  Pendapatan 
a.Pendapatan Asli Daerah 
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3. Pembiyaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan 

Rp. 
37.179.630.982,54 

Rp. 
3.892.925.,585,00 

RD. 
33.286.705.397,54 
Rp. 
30.533.662.857,62 

Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahn 

Berkenaan 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana diraksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Sibolga ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporans Realisasi Anggaran sebagaimana diaksud dalar Pasal 
1dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

I 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Sibolga ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sibolga ini. 

Pasal 6 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 

Ditetapkan di Sibolga 

pada tanggal 18 September 2013 

WALIKOTA SIBOLGA, 

- dto ­ 

M. SYARFI HUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga " 
pada tanggal 8 5u7tum}er 2013 

SEKRETA DAERAH KOTA SIBOLGA, 

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2013 NOMOR 9 


